SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAM BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang: & bahwa daiem rangka efesiensi- dan elektifitas pengelolean
barang milik deerah, maka harang milik deerah yang tidak
dapat d manfaatkan secara optimal dem cenderung menjadi
bebun dalam pengelolaan  barang daerah, perlu dihapus
dari deftar inventaris barang das=rah danr/etau dijual.

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolzan
Barang Daerah maka tata cara penghapusan dan penjualan

" parang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati,

c bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf &
dan hurul o, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Penghapusan dan Perjualan Barang Milik Daerab;

Mengingat "+ 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Fokok-I'okok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1900
Nomor 104, Tambahan Lembaran  Negara Repuhlik
indonesia Nomor 2013

2. Undeng-undang Nomor 17 Takn 2003 tentang Kcouangan
Negara {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahu.n 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4286);

3. Undang—undang Nomor 40 Tahun 2003  tentang
Pernbentukan Kabupaten Seram Bag.ian Timur, Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru  Provinsi
Maluku {Lembaran Megara Renublik Indonesia Tahun 2003
Nomer 155, Tambahan Lembaran Negara Momor 4350);
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b1,

12,

13.

Undang-Undang  Nomor g1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5004 Nomor 5 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik _lndonesia Nomor 4395);

Undang-undang  Nomor a3 Tahun 2004  lentang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintan Pusat  dan
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republi-k Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomaor o Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nutnor 5494}

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
pemermtahan Deargh {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomaor
na44, Tambahan Lembaran Negem Republik  Indonesia
Namor 2587 '
Peraturan Pemerintah Nemor 46 Tabun 1971 tenlang
Perjualan  Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
59, ambahan Lembasan Negara Republik Indonesia Namoer
2867),

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2001 teniang
Pengamanan dan Pengalinan Barang Milik/Kekayaun Negara
dari Pemerintak Pusat kepads Pemerintah Daerah dalam
rangka Pelaksanoan Otonomi Deerah iLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 72007 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 4073);
Peraturan Pemerintal Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar aAkuntansi Pemerintahar;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolean Keuangan Deerah [lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarrbanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578],

Peraturan Pemerintabh  Nomor & Tahun 2006 ientang
Pergelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lernbaran Megara Repubiix Indonesia Nomor 4609);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prdoman
Pengelolaan Asct Daesrah;



Menerapkan

14.

15.

16.

17.

18.

Keputusan Presiden Momor 5 Tahun 1933  tertang
Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
Keputusan Presiden Nomer £ Tahun 2003 tentang
pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baorang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
120, Tarmbahan Lembaran Negara Republik  Indomnesia
Nomor 4330) sebagaimanad temh  dinbah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Momeor 97 Tahun
2007,

peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Draerah
sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Menceri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
ten tang Pedoman Pengejolaan Barang Milik Dacrah.
peraturon Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ientang Fengelolaan
Barang Daerah;

MEMUTUSKAN

. PERATURAN  BUPATI  TENTANG PENGHAPUSAN  DAN
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH.

B&B 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pernerintahan Daerah adalah Pemerintah Dasrah Kabupaten
seram Bapgian Barat.

Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, yang sclanjarmya
disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwvakilan Rakval Daerah
sebagai unsur penyelenggara  Pemerintalan Dasrah
Kabupeaten Seram Bagian Barat.

Bupati adalah Bupati Serarn Bagian Barat.

Sekreltaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah  Kabuparen

Seram Bagian Barat sclaku pengelola barang Milik Daerah.
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Satuan Kerja Perangkat Daerahn, yang selanjutnnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerab dalam Lingkup Pemerintai
Kabupaten Secram Bagian Barat selaku pengguna DAarang
milik deerah.

Bagian 'Hﬁrlengkapan adalak Pagian Perlengkapan pada
Gekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat,

Kepala Bagian Perlengkapan adalah  Kepala Bagian
Perlengkapan pada Qekretariat Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat se¢lanjutnya disebut pembantu pengelola
barang milik dacrah.

Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berwenang untuk menggunakan barang milik
daerah yang perada dalam penguasaannya.

Pengghapusan  aedalab  suatu  proses  dan tindakan
menghapus barang milik dasrah dari daftar inveniasts
dengan menarbitkan Keputiisan Bupat! untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang
dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrast
dan fisik atas barang yarg Lerada dalam pengunsaannya.

1. Pemindahtanganan  adalah  pruses  dan  pengalihan

12.

13,

14,

1.

16.

kepemilikan barang milik dacrah scbagai tindak lanjut dar
penghapusan  dengan  cara dijual, dipertukarkan,
dihibahken, atau disertakan sebagai mocal Pemerintah
Daerah.

Penjualan adalah pengalthan kepemilikan barang milik
daerah kepada pthek lain dengan menerima penggantian
delam bentuk uang.

Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk malakuksn
pendataan, pencatatan dan pelaporan  hasil pendergan
barang milk daerah.

Penilaian adalah swatu proses kegiatan penehhan yang
selektif didasarkan pada data/fakta yang objeltil  dan
relevan dengan menggunakan metode fteknis tertsntu untuk
memperoleh nilai barang milik dacrah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibell atau
diperoleh atas beban APBD atan berasal dari perolehan
lainya yang sah.

Kendaraan perotangan dinas adalah kendaraan dinas Yang
dipergunakan oteh DBupati, Wakil Bupati Seram Bagan
Barat.



17Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang
dipergunakan  olen PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Waldil
Ketua DPRD untuk menunjang kelancaran tugas — ugas
dinas.

18.Kendaraan dinas operasional Lhususflapangan adalan
kendaraan dinas vyang dipergunakan untuk menunjang

tugas-tLigas lapangan.

BAR 1
MAKSUD DaN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan penghapusan dan penjualan barang milik daerah

dimgaksudkan untuk:

a Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghapusan dan
penjualan barang milik daerah;

. Memberikan jaminan kepastian dalam penghapusan dan
penjualan burang milik dacrah.

Pasal 3

Pengaturen penghapusan can penjualan barang milik daerah
bertujuan untuk menunjang  kelancaran pelaksanaan
pengelolaan barang milik daerah khususnya yang berkenaan
dengan proses penghapusan dan penjualan barang milik daerah.

BAB I
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

{1] Bupati sebagal pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik  daerah berwenang dan  bertanggungjawab o atas
pelaksanasn penghapusan dan penjualan barang milik
dacrah,

(2} Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan  dan
penjualan barang mililk daerah sesuai dengan fungsinya
dibanitu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;



(3]

(4

(=)

b Kepala Bidang Pengelolaan Asct Daecmh pada Badan

Pengelolaan Kenangan dan Ase:r Daerah selaku pembantu
pengelola;

¢. Kepala SKPD sclaku pengguna;

d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku  kuasa
pengglng,

e. Penyimpan. bararng milik daerah; dan

f Pengurus barang milik daerah.

Cupati sebagai permegang kekuasaan pengelolaan barang

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

mempunydl WEWCTang :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daeraky

b. menetapkan penggunaan, pemaniaatan atauy

pemindahtanganan tanah dan bangunan;

bl

menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persstujuan DPRD;

e. menvetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
barang milik daerah sesuai batas Kewsnangannys, den

{ menyetujui usul pemanizatan barang milik daerah sslain

tanah danfatay bangunan.

Selrataris Daerah salaku péngelola barang milk daerah,

berwenang dan bertanggung jawab:

& menctapkan pejabat yang mengurus can menyimparn
barang milik dasrah;

b. meneliti dun menyetujul rencans kebutuhan barang milik
daerah;

¢ menelil dan meryeijui rencans kebutuhan
pemeliharasgn / perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan  barang  milik daerah yang telah
disetujui ateh Kepala Dacrah;

e melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang inilik daerah; dan

[ melakukan  pengawasan dan  pengendalian  atas
pengelolaan barang milik daeran.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku pempantu

pengelula bertanggung jawab mengkoordinir

penvelenggaraan Pengelolaan Barang Mibik Dacrah yang ada
pada masing-masing SKPD.



(6)

(7)

Kepala SKPD sebagal pengguna barang, WLerwenang dan

pertanggungawab dalam mengajukan usul penghapusan

dan penjualan barang milik daerah berupa tanah danjatau

bangunan yang udak memerlukan persetujuan DFPRD dan

harang milk dagrah  selan tahah danfatau bangunan

kepada Bupati melalial pengelolan barang.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagail pembantu

pengelola barang bertanggungjawab

a Menghimpun usulan penghapusan dan penjuelan barang
milik dacrah dari SKPL; _

b Memproses usulan pengnapusan harang millk daerah
dari SKPLY

c. Mengkaordinir pelaksanaan penghapusan dan penjualan
barang milik dasrah yang ada pada SKPLY;

d Mengusulkan pembentukan Panitia  Penghapusan,
Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik daerah
kepada Bupati.

BAEB

PENCHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAA

(1)

(2)

Bagian Kesatul
Penghepusan Barang Milik Daerah

Fasad 3

Penghapusan barang milik dagrah merupakan Lindaxan
penghapusan rlari Dalftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna dan penghapusan dari Defltar Inventans Barang
mMilik Draerah.

Penjualan barang milik daerah merupakan salah satu
bentuk pemindahlanganan yang dilaksanakan sebagal

tindak lanjut atas penghapusan barang milik darah.

Bagiarn Kedua

Penalan

Pasal &



ff@Penjualan barang mitik daerah sebagai mana dimaksud

(2)

(3}

[4)

(5)

(1

dalam pasal 5 ayet (2) ditetapkan depgan Kepufusan Bupati

setelah mendapat persetuan DPRD antara lairy :

a. Tanah dan/bagunan; dan

b, Selain tanah danfatau bangunan yang bernilai lebih dar
Fp. 5000000000,00,- (lima miliar rupiah);

Penjualan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD,

apabila :

s Sudah tidak sesual dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota,

b, Hamus dihapus karena &anggaras untuk  bangunan
pengganti sudah disediakan dalarrn dokumen
parganggaran;

c. Diperuntukan bagi pegawai negers

o

Diperurtukan bagi kepentingan umum; dan

e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan
vang telah memiliki kekuatarn hukurn tetap danfatau
berdasarkan Ketentuan perundang-undangan, Yang jike
status kepemilikannya dipertahankan tlidak iayak secara
ekomomis.

Penjuslen barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupat

Penjuelan barang milik dacrah sclajan tenah dan/atau

bangunan yang barniiai sarnpai dengan Rp.

5.000.000.000,00 (ima milyar rupiah), dilakukan oleh

pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Penjualan barang milik daerah dilrksanaken oleh panitia

" penghapusan yang diletapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertimbagan,

a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang beriebih
alaw wile;

b, Secara ekongmis lebih menguntungkan bagi dacrah
apabila dijual; dan

¢. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang,
kecual dalam hal-hal terteniu.

(3] Pengecualian sebogiamana dimaksud pada avat (2 melipusi :
aPenjualan kendaraan pererangan dinas psjabat negara;
b, Penjualan rumah golongan Ii[, dan
¢. Barang miik daerah lainnya yang diteiapkan lebuh

lapjut oleh pengelola.

Paragral 1

Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal &

[1) Penjualan Kendaraan Dinas, terdirl a@s :
& Kendaraan Pérorangan Dinas.
b. Kendaraan Dinas Operasional:
1. Kendaraan Dinas Qperasional; dan
2. Kendaraan Dines Operasional Khusus/Lapangan,
(2) Umur Kendarsan Dinas  yang dapat dihapus/diual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbaga berilcut -
a XKendaraan Perorangan Dinas yang berumur 5 {iima)
tahun atau lebih.
h  Kenderaan Dinas Operasional yang berumur 5 (liraj
tehun lebin.
¢. Kendarsan Dinas Operasicnal Khusus/Lapangan Yang
berwinur 10 (sepuluh) tahun lebih.

{3) Pengecualian ketentuan umur Kendaraan dinas sebagaunana
dimaksud pada ayat (2, apabila terjadi  musibab
kecelakaan/kebakaran meskipur belum  berurur 5 ima)
tahun atau 10 (sepuluh) tahun yang perbaikarmya
memerlukan biaya tinggl yang membebani daerah.

(4] Penghapusan sebagalmana dmaksud pada ayat (3] dapat
dilaksanakan setelah dilakukan uj [fisik kendaraan dar
Dinas Perhubungan, Kabupaten Seram Bagan Baral.

Paragraf 2

Kendaraan Percrangan Dinas

Pasal 9



(L)

12)

\3)

<)

&)

(&)

(7)

{8)

Penjualan kendaraan perorangan Jdinas scbagat mana
dmaksud dalam pasal 8 aya (1) huruf a, dilaksanakan
sesual dengan ketenftuan peraturan perundang-undangarn.
Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijnal adalah
kendaraan peiorangan dinas vang dipergunakan oleh Bupati
dan Wakil Bupati vang telah berumur (sudah dipergunakan)]
selama 5 [lima) tahun danjatau lebih dan hanya dapat
dijual masing-masing 1 (satu) buah kepada pelabat yang
bcfsang}mtan zetelah berakhir masa jabatannya.
Kesempatan membeh kendaraan perorangan  dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Bupati dan Wakii Bupali yarg telah mempunyal masa
jabatan § (lima) tahun atau lebin dan hanya 1 [satu] kali
dalem ternggang waktu 1GQ {sepulu’i} tahun.

Kendaraan peroraagan dinag sebagaimarna dimaksud pada
ayat (3 dua hanya dapat dijual sepanjang sudah add
pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan
Tugas;

Seluruh biaya perbaikan/perawatan selama |l jsatu] tahun
terakhir ditambahkan dengan harga jual.

Pelunasan harga jual el kendaraan perorangan dinas
dilekukan palng lama 3 (lima)] tahun,

Sebelum kendsraan perorangen dinas yang dijualbelivan
dilunasi, make kendaraan dinas tersebur masih telap
tercatat sebagal barang inventaris milik pemerintah daerah.
Kendaraen perurangan dines dihapus dari daftar inventaris
parang milk daerah scteliah  harga  jual kendaraan
perorangan dings dilunas’ sebageimana dimaksud pada ayat
)

Pasal 10

Tata cara penjualan kendaraan percrangan dinas ditetapkan

sebagal berilout;

=4

Pemohon menga jukan surdl permeohonan kepada

Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, Yang

diketahui/disetupui  oleh  Pengelola/Pengguna  dengan

melampirkan: )

1. Copy keputusan pengangkatan periama  schaga
Bupati/ Wakil Bupati.

- 18-



2 Surat pernyataan belum pernah  membeli Kendaraan
Perorangan Dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh)
tahn.

3. Surat perunjukan /Pemegang Kendaraan darn
Pengelola /Pengguria.

4. Copy STNK dan BPKE Kendaraan Dinas yang dimohon.

b. Untuk melaksanakan pénélian a@s kendaraan yang
dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat  Keputusan
membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
yang bertugas meneliti dari sepi administratif/ permilikan
kendaraan, keadaan fisik, ‘emungkinan mengganggu
velancaran tugas dinas, efzsicnst penggunaannya, hiaya
operasional, nilai  jual kendaraan, persyaratan  pejabat
pemohon dan lain-lain - yang dipandang perlu  yang
dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Paaal 1]

Pelaksanaan  penjualan  Kendaraan  Perorangan Dinas

sebagrimana dimaksud dalam pasal 10 sebagai berikut:

a Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pcmerintah
Dasrah, maka persyaratan administratf yang harus
dipenuhl, yakni

1. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupali dan
Wakil Bupati;

2 Surat pernyalaan belum pernah membeli kendaraan
perorangan dinas dalam TIEhggang waktu 10 [sepuluby
tahiory

3. Hasil penelitian panetia penjuaian.

4, Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan
sebagai berikut,

g Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5
sampai dengan 7 talmn, harga jualnya adalah 40%
(empat puluh persen] dari harga urmunl/pasaran
yang berlakuy;

Y Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur &
tahun atau lebih, harga jualnya 20% [dua Puiub
persen] darl harga umum/pasaran yang berlaku.

g Selwuh biaya perbaikan/ perawatan selama 1
{saty) tahun terakhir ditambahkan harga jual.

-1l



b. Bupati menetapkan Keputusan penjualan  Kendaraan

perorangan dinas dengan lempiran Keputusan yang memual
antara lain;

1. Nama dan jabatan pembels;

Data mengenal kendaraan,

Biaya perbaikan selama 1 (satul tahun terakhir;

ol S A

Harga ual sesual dengan perauran  perundang:

undangar;

S Harga yang ditetapkan

6. Jumiah harga yang harus dibayar pembeli.

Jetelah penstapan penjualan kendaraan perorangan Dinas

selanjutnya;

1. Dibuat Surat Porjanjian Sewa Bel Kendaraan Perorangan
Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola aias nama
Bupaty;

2. Surat perjgnjian sewa bell haris memuat .

g Besarnya cicilan bulanan ates harga jual kendaraan
dimeksud dengan ketentuan harue sudah dilunasi
paling lambat dalam waktu 5 (ima) tahun;

B Apabila dilunasi dalam weaktu kurang dari 1 (satu)
tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebul
dapart dilaksanakan

5 Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas
tersebut  tetap tercatat sebagal barang inventaris
milik pemerintah daerah.

3. Delam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan
untuk kepentinagan dings, maka untuk blaya oli dan
BBEM dapat disediakan pemerintah dagrab sepanjang
memungkinkan. |

4, Semuf harga jual dan biaya perbaikan selama 1 [sat)
tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah
Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

S Setelah harga jual kendarazn pfrorangan dinas dilunasi,
maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menctapkan:
4 Pelepasan hak pemerintab daerah atas Kendaraan

Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan

B Menghapaskan HKendaraar Perorangan Dinas dari
Buku [nventaris Pemerintah Daerah.

& Berdasarkan Keputusan Bupati cimaksud pada huuf e

diatas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas



{1)

(1]

@

(3

(4

(5]

©)

dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesual

ketentuan yang berlaka,

7. Bupali dan Wakil Bupati baru diberikan hak wuntuk

membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliapnya yang

pertama.

Paragral 3

Kendarsan Dinas Operasional
Fasal 12

Penjualan  kendaraan dinas operasional sgbagaimana
dimaksud dalam Pessl & eyat (1) hurul b dilaksanakan
sesvai dengan ketentuan peraturan psrundang-undangarn
Kesempaten membell kendarsan dines sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu] kali dalam tenggang
waktu 10 {sepuluh) Lahun,

Kendaraan ¢inas sebagaimana dimaeksud pada ayat (1)

hanya dapat dijual sepanjang sudah ada pengganti dun

tidak mengganggu kKelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 13

Penjualan  kenderaan dinas operasional  sebageimana
dimaksud dalam pesal 12 dilaksanakan setelah dihapus dari
daftar inventaris barang milik daerah.

Penjuzlan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan
melalm pelelangan terbatas,

Penjualan kendaraan dinas operasional kbusus lapangan
dilakukan melalui pelelangan  umum  awu pelelangan
terbatas.

Seluruh biaya perbaikan/ perawatan selama 1 (satu) tahun
terakhir ditambahkan dengan harga jual,

Pelunasan harga jual bell kendaraan dinas operasional
dilakukan paling lama 3 [lima) tahun.

Sebelum kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas
operasional lapanganfkhusus yang dipal belikan dilinasi,
maka kendaraan dinas tersebur masih tetap tercatar sebagail
baranginventaris milik pemerintah daerzh,




berikut:

&,

(7) Dalam rangka pelaksanaan penjualan/ pelelangan terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati
mf:mhg;ntuk Panitia Penjaalan/fLelang terbatas.

(8) Keanggotaan Pamba Penvalan/ Lelang Terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (7] dapat dirangkap oleh
Pamitia Penghapusan.

(9 Panitia Penjualan/Lelang Terbatas bertugas:

& Meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri S:pil Calon
peserta lelang terbatas,

b Membuat dafiar calon pembell dan lelang terbatas.

c  Meneliti adiministrasi hasil penilajfan panitia penaksir
/penilai.

d  Melakukan penmualan dan/atau  pelelangan  terbatas
terhadap Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan
operasionat dinas milik daerah.

s, Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas.

[ Mengusulkan penctapan hasil lelang terbatas kapada
Bupati.

Pasal 14
Tata carn penjualan Kenderaan operasional diterapkan sebagai

Pemohon (PNS/Pejabat Negara) mengajukan surot permohonan
kepada Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang
diketahui/disetujui cleh Pengelola/ Pengguna dengan melampirkan

- Melampitkan copy lkeputusan pengangkaldn periama sebagel
Ketua/Wakil Ketus anggota DPRD dan SK Pengangkamn
sebagal PNS (5K awal dan SK teralchir].

- Surat pernyataan belum pernah membehh Kendaraan Dinas
Operasional atau Kendaraan Dinas {Operasional
Khusus/Lapangan dalam tenggang wakiu 10 {(sepulub} tahun.

- Surat Penunjukan/ Pemegang Kendaraan dari
Pengelola/ Pengguna.

- Copy STNK dan BPKE Kendaraan Dinas yang dimohon.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimaohon

untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentak Panitia

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yﬁr]g Letugas melselity

dari segi administratiff pemilikan kendaraan, keadaan fisilk,

kemungkinan mengganggu kelancaran wmgas dinas, efesiensi




penggunasnnya, blaya operasional, nilal jual  kendaraan,
persyalatan peabat pemohen dan lain-lain yang dipandang perlu
yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;

c. Panitia Penghapusan membuat dafiar kendaraan dinas yang
dimohon dan  memenuhi  syarat untuk dihapus dari  daltar
inventaris barang milik dagrah dan selanjutnya mengusulkan
kepada Bupatt melalui Pengetola untuk dihapuskean

d. Apebila memenuhi persyararn, Bupati menectapkan keputusarn
tentang pcnghapusan kendaraan dinas operasional;

e Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupeti

selanjutniya dijual Gelikan danfatau dilelang tes batas.

Pasal 15

Pelsksanaan penjaulan kencarsan operasic nal sebagaimana dimaksud daiam
pasal 14 sebagai benkut: '
a Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional.

1. Setelah dihapus dari deftar inventaris, pelaksanaan penpialannya
dapat. dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas,

2 Pelelangan umum dilaksanaekan melzlui kantor lelang negare;

3. Pelelangan terbatas diluksanakan eleh panitia pelelangan terbatas Yang
ditetapkan dengan keputusan Bupali;

4, Yang depat mengikutl pelelangan terbatas terhadap kendargan dinas
operasional yaitu Pejabat/Pegawal Negeri Sipil yang telah mempPunysi
masa kerja 10 (sepuluh j tehun dengan prioritas pejabat/pegawei Yang
akan memasulki masa pensiun dan pejabac/pegawail  pemegang
kendarzan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan
Wakil Ketua DPRD vary telah mempunyai mase bakti 3 (lima)] tehur;

5 Palam tenggang wakiu 0 fsepuluh) tahun pejabat/pegawai,
Ketua/ Wakil Ketua DPRD dapat mengikultr pelelangan lerbates keniball
sejak saat pernbelinya yang pertama;

6 Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas Daerah.

Paragrafl 4
Penjualan Rumah Dinas Dacrah
Pasal 16
I Rumah daerah golongan [l milik daerah dapat djualfdisewa behkan

kepada pegawai;

7 Rumah milik daerah yang dapat dijual/sewa belikan kepada pegawal,
hanya rumah daerah golongan Il yang telah berumur 10 (sepuluh)
tahun atau lcbih;

3 Penentuan ruman daerah golongan [l ditetapkan dengan keputusan
Buparti;
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4 Yang berhak membell ruman daerah golongan i, vaita .

a. Pegawai Negeri Sipy, dengan syaral |

1.

2.
3.

Mempunyai masa kerja sckurang icurangnya 10 {sepuluh} tahun;
Memiliki Surat Izin Penghunian (SIF);

Surat Izin Penghunian ditandatangani olsh pengelala atas nama
Bupaty;

Belum pernah dengan jalanfcara apapun memperoleh/ membeh

ramah  dari  Pemerintah  berdasarkan  peraturan  perundang-

vndangan.

b. Pensiunan Pegawal Neger Sipll, dengan syarat

1.
2.
3.

Menerima pensiunan dar Negara / Pemerintaby;

Belum pernah dengan jalanjcara apapun memperoleh/ membeli
mamah  dari Pamerintah berdasarken peraturan perundang-

undangarn,

¢. Janda/Duda Pegawal Negeri, dengan syaral

1.

Lo

Masih menerima tunmangan pensiun dari Negara / Pemermtah

adalah:

1) elmarhum suaminya/isiri sekurang-kurangnya mempunyal
masa kerja 10 (sepuluh) tahln pada Pemerinlah, atau

?)Masa kerjz almarhum suamirya/ istrinya ditambah dengen
jangka wakiu sejak yang hersangkutan menjadi janda/duda
berjumlah sekurang-kurangnys 10 (sepuiuh] tahun,

Memiliki Surat 1zin Penghunian [S1P);

Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperolch/ membel

rumeh dari Pemerintah berdassarkin  peraturan  perundang-

undangan.

d Janda/duda Pehlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai

Pahlawan berdasarx<an ketentuan perundang-undangan:

i.

2
3

Masih mencrima tunjangan pensiunan dar! Pemerintah.

Memiliki Surat lzin Penghunian [SIP);

Belum pernah dengan jalan/cara apapan memperoleh/ membeli
rumah  dari Pemerintabh  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan .

e, Pejabat Negara/ Daerah atau janda/duda Peabat Negera/ Dacrah ;

L

2.
3.

Masih berhak menerima funjangan pensian dari Pemerintah;
Memiliki Surat fzin Penghunian (SIP};

Belum pernah dengan jalan/cara apapun mempereoleh/ membel
munah  dan  Pemerntah berdasarkan  peraturan  peruandang-

undangan.

S16-




3

1)

Apabila penghuni rumah Daerah Golongan 1T sebagaimana dimaksud
pada ayar (4] huruf a sampai dengan huruf e meninggal dunia, maka
pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli ates rumah dimaksud
dapat diajukan oleh anak yang sah dan penghuni yang bersangkutan.
Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan Il schagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat {9} dilakukan dengan cara Sewa Deli.
Taksiran harga rumah Daerah Golongan I berpzdoman pada nila: bdla
VAR, diguﬁ'akan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada
waktul penaksiran dikurangi pernyusutan mernurut T
bangunan/runiah sebesar 2 % setiap tahun, untuk permanen 4 Y sefiap
tahun, dan untuk semi permanen 10 % setiap tahurn, untuk darurat
dengan Ketentuan setinggi-tingginya {maksimal) penyusutan 8 % atau
nilai sisa bhanguanfrumah minimal 20 % harga rumah dan tanahnya
ditetapkan sebesar 50 % {kima puluh persen) dari harga talkgiran dan
penilaian yang dilakukan oleh paniua.
Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cician, yakn:
a pembayaran angsuran pertamea paling sedikit § % llima persen] dari
harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada gaar perlanjan
sewa bell ditandatangani.
b pembayeran angsuran terhadap $isa pembayarun dilaksanakan
paling lama 20 (dua puluh] tahun.

Pasal 17

Untuk melakukan pembelian Rurnah Daerah Gelongan 1l pedoman
sebaguimeana diniaksud dalam pasal 16 ayat |4) dan ayat {5] mengajukan
permohonan pcmbclién Rumah kepada Bupati/ pengelnla.

Berdasarkan permohonan pembelian rumah Dasmh Golongan il
Pergaiola mengkoordimir permohonan pembelian  rumah Dagrah
Golongan [ dan secara perincdik melaporkan kepada Bupat.

a. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentuk

Panitia Penaksir dan Panitia Penilai deéngan Keputusan Bupau:

1. Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penildi melbatk an unsur
teknis terkait.

2. Susunan Pergonalia kedua panitia tersebut tidak Doleh dirangkap
dan diusahakan agar anggota-anggeta Panitia Penilai, bak
jabatan maupun pangkatnya letvh tinggi dari pada Personalia
Pamtia Penaksir.

b. Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lan ¢

1. Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau  tanahnya;
keadaan fisik rumah;

2. Perbaikan-perbatkan yang telah dilaksanakan;

3. lzin penghunian;




(3)

(4)

(=)

(6]

(7)

(&)

4. Persyaratan porsenil pegawal dari segr masa Kera, pernzahy/ belum

membel rumah pemerintah dengan cara apapurn,
Menaksir harga rumah dan gant rug afas tanahnya disesuaikan

w

dengan keadaan pada saat penaksiran  termasuk  perbaikan-
perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah.
Apabila ada penambahan dan/atau perbalkan  dilakukan cleh
dan atas beban penghun: sendiri tidak diperhitungkar;

6 Lain-lain yang dipandang perlu dan hasil penelitian nenaksiran
terschut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksian;

7. Tugas - Panitia Penilai adalah untuk menilai hasil penaksiran
Panitia Penaksir tersebut diatas dan hasil penilaian Panitia
Penilai dituangkan dalam bentuk Berta Acara;

8 Apabila hasil penaksiran Panpitia Penaksir dan hasil peniixar
Panitia Penilai Udak sama (tidak sepakat] maka yaug
menetapkan/ memutuskan harga taksran tersebut adalah
pengelola.

Dengan telah terpenuhinys sémua persyaratan yang diperlukan barupa
Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil
penilaian Panitia Penilai dan pemsyaiatan-persyaratan administrasi dan
pejabat/pegawal  pembeli selanjutnya penjualan ramah Daerah
golongen TI dan/ataun ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan
dengan Keputusan Bupadl

Dalam Keputusan Bupati sebPagal mana cimaksud pada ayal (3] harus
dengan tegas menctapkan penjualan rumah Daerah golongan I dan
rermasuk tanah bangunannya atau rumahnysa saja atau tanahnya sas,
kcpgda. masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula
jabatannya serta menegaskan pelaksanasn penjuglanya distur dalam
surat Perjanjrn Sewa Beli.

Setelah  dikelurkan ¥eputusan Buparl tentang penjudlan  rumah
golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dan (41, disebut Surat
Perjanjian Sewa DBeli Rumah dang anti rugl atas tanahnya yang
ditendar.angani oleh Bupali atau pejabat yang ditunjuk schbagal pihak
ke 1dan masing-masing psgawai/ pembell sebagal pihak ke 1.

Sebelurmn Surat perjanjan ditandatangani, pembell harus melunast
mimimal 5 % darn harga ual rumah beserta tanahnya/ganti rugi a0as
tanahnya vang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Dacrah sebaga
penerimaan Daerah.

Dalam Surat Perjanjan tersebut harus dicantumkan  besanmiya
angsurzn bulanan yang sama ternadap sisa harga yang betum dilinasi.
Waktz pelunasan seluruh hdarga jualnya dilaksanakan paling lama 20
[dua puluh} tahun.
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(9] Apabila dilunasi dalam waktu yang lebihh cepat, maka dapat dilakukan
pelepasan hak.

(10) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris
barang milik daerubi setelah harga penjualan atas tanah dan/atau
bangunanya dilinasi.

[11)Selain itu dalam Surat Ferjanjan tersebut harus dicantumkan pula
persyaratan lamya yang dipandang perlu mengenaj sanks: yang dapal
dikenakan apablla rerjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan

yang berlaku.

BaB v
KETENTUJAN PENUTUP
Fasal 18
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pgda tanggal diundangkan.
Agar setiap oTang mengetahuinya, memeriatahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barof.

Diletapkan di Piru
pada tanggal 27 Januari 2016
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